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MOTTO 
 

 

 

حِيْمِ  حْمَهِ الرَّ  بسِْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّ

 

 

 

َ لََ يغَُيِّرُ مَا بقِىَۡمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُواْ مَا بأِوَفسُِهِمۡۗۡ .....  .... إنَِّ ٱللََّّ

 

 
Artinya : Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu 

Kaum, Sebelum Kaum Itu Sendiri Mengubah Nasibnya Sendiri 

(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
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ABSTRAK 

 

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

 

Oleh : Teri Anugerah NIM. 1911150084 

Pembimbing I   : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.   

Pembimbing II :   Ifansyah Putra, M.Sos 

 

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yuridis normatif dengan 

judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 

Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.”. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu 

permasalahan mengenai bagaimana. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah library research yaitu penelitian yang 

menekankan informasi dari berbagai macam literatur-literatur yang 

mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukan bahwasanya KPK merupakan  

lembaga  permanen yang  bersifat ad hoc yang  berarti  KPK  

sebagai lembaga  yang  khusus  dalam  menangani  tindak  pidana  

korupsikedudukan KPK memang di luar kendali eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif, akan tetapi bukan pula merupakan 

lembaga/organisasi non pemerintah (ornop) ataupun lembaga 

swasta. Dibedakan dari lembaga/organisasi non pemerintah 

(ornop) atau lembaga swasta, karena keberadaanya bersifat publik, 

juga didanai oleh publik, dan untuk kepentingan publik. Dalam 

perspektif siyasah dusturiyah termasuk ke dalam wewenang 

wilayah al-hisbah, yang menekankan ajakan untuk berbuat baik 

dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan 

mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian 

sebagai lembaga peradilan, para petugas al-Hisbah yang disebut 

al-Muhtasib. berhak untuk mengenakan hukuman terhadap 

pelanggar amar ma’ruf nahi munkar tersebut sehari dengan 

hukuman yang dicontohkan syara’. 

 

 

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ad Hoc,  

  Siyasah Dusturiyah 


